BAB V

PENUTUP

. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai analisis pajak dan retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta (periode tahun 2008

- 2015), maka dapat disimpulkan:

1.

Rasio rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah Kota Yogyakarta tahun
2008-2015 adalah 108,01% dengan kriteria sangat efektif. Tingkat
efektivitas tertinggi pajak daerah yaitu pada tahun 2012 sebesar 119,43%
dengan target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 173.905.500.000,00

dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 207.703.488.739,72.

Rasio rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Yogyakarta tahun
2008-2015 adalah 110,31% dengan kriteria sangat efektif. Tingkat
efektivitas tertinggi retribusi daerah yaitu pada tahun 2014 sebesar
132,16% dengan target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp
42.446.339.370,00 dan realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp

56.095.909.175,00.

Rasio rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta

tahun 2008-2015 adalah 52,77% dengan kriteria sangat baik. PAD yang
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bersumber dari pajak daerah mengalami kenaikan yang signifikan sejak
tahun 2011 yaitu saat mulai adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan
BPHTB dan semakin meningkat di tahun 2012 saat mulai mengelola
PBB-P2. Pajak daerah yang mempunyai peranan terbesar dalam
kontribusinya terhadap PAD adalah pajak hotel, pajak penerangan jalan,

pajak restoran, PBB dan BPHTB.

Rasio rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota
Yogyakarta tahun 2008-2015 adalah 14,46% dengan kriteria kurang. Hal
ini dikarenakan beberapa jenis retribusi tidak lagi dikategorikan sebagai
retribusi daerah terutama retribusi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD), yang mulai tahun 2009 telah berubah status menjadi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pendapatan dari sektor ini

masuk ke dalam pos lain-lain PAD yang sah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis

memberikan saran antara lain:

1.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pajak daerah merupakan
komponen penyumbang PAD yang paling tinggi. Namun laju
pertumbuhan setiap tahunnya yang masih fluktuatif hendaknya menjadi
pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan upaya-
upaya peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak daerah baik dengan

cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
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2. Bagi pemerintah, perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya
membayar pajak daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur
pembayaran pajak daerah sehingga memberi kemudahan bagi Wajib

Pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

3. Adanya ketentuan yang jelas dalam penentuan target pajak dan retribusi
daerah, ketentuan biaya pemungutan serta mekanisme pelaksanaan yang
dituangkan dalam peraturan atau keputusan walikota sehingga dapat
dijadikan alat ukur yang pasti dalam menentukan besaran target

penerimaan.

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dalam
waktu yang lebih lama dan menambah unsur-unsur lain agar bisa

diperoleh analis data yang lebih komprehensif.

C. KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian ini memeiliki keterbatasan, yaitu diantaranya adalah
1. Data yang digunakan hanya sebanyak 8 (delapan) tahun sehingga belum

dapat dilakukan analisis yang lebih komprehensif.

2. Data yang digunakan dalam rentang waktu tahun 2008-2015 tidak dapat

diperbandingkan dengan pembagi yang sama, karena sebelum tahun
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2011, pemerintah daerah tingkat II atau khususnya Pemerintah Kota
Yogyakarta sebagai obyek penelitian penulis belum mengelola PBB dan
BPHTB yang menjadi sumber utama penerimaan pajak daerah. Sehingga
apabila diukur rata-rata secara keseluruhan pada waktu penelitian tahun
2008-2015, kontribusi pajak daerah terhadap PAD tidak terukur secara

berimbang.
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